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Abstroct

Enengy subsidies, electricity and fuel, has Become fright=mag for decision
mokers {0 the Republic af indenesio, Coavernment troubied not chtv By the
complexty of designing and determining develooment oriarties in rhe
greparatan of the budget Bl but ciso with the omoun raf suksidies - esporialy
fuel - to be bome every yeor Therefore, the govemment has ogreed with
Farfimaent fa abalish fiel subsidies grodually Nonetheless, kerosene subsidies
ore excluded | in other werds, cven ofter aaplying the morket price for peteal ong
diesel, the government still subsidizes kerosepe for both low-income ond smell
industaes,

Herasene to gas by the governmert s o very complex problem oecurred in
chemplementation, The issve of fuel is on ‘ssue thor hac olways focad By any ruler
af the country, although the policies are nltways apolied or tested, It it atways the
Qucilion never answitred or resolved In it implementation significantly, and hove
not becn able taget the final word,

Alternotives can be run i accerdance with the policies token by the
gevesiment In this cote [ " kerosens to gos T 5 50l the government provigs
cermpensalion [0 those affected directly, 5y woy of copital dishureement. Orher
palicy olterngnves, the governmenst con olic make copital gishursement of cradtt
sroil ond mediurn enterprises a5 o way of allevisiing poverty is these oreas ore
still fegping. Ancther oiternative i the establishment af palicies ond the
development of government peligies or prograims that bave gaals for the welfare
of the community, should be developed and implemented asymmetricolly. That is
L program car not be apahed uniformly to diverse target groups,

Keywaords ; Convert Palicy of Kerosene inta Gas, Liguefied Petroleum Gas (LPG),
Folicy Alternative.
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Pendahuluan
Gambaran ituasi Masalah

Subsidi minyak tanah masih terasa memberatkan karena besarmya
volume yang harus disubsidi, selring dengan berbagai knsis dan transisi yang
terjadi dalam manajemen energi nasional. Kondisi ini diperberat pula dengan
hertahznnya harga minyak dunia pada klzaran USD 5080 per barsl oada tahun
2007 {detik.com, 15/1/07) Bahkan minyak dunia pernah menambus level harga
hampir USG 190 per barel, vana bisa berdampak pada gejelak perekonomian
dunia,dan bisa berdarmpak mesgganggu stabilitas perekonomian nasional,

Harga rata-rata minyak mentzh Indonesla sada AgUsTus 2014 mencapal
Us4 99,51 per barel, berun US55 512 per bared darl USS 104,63 per barel pada
bulan ful 2014, Ferhitungan terssbut berdsssrkan perhitungan Formula SCP.
Scdangkan harga Minas/SLC menzapa: US55 100,00 per barel, turun sebesar US55
&, 05 perbarel gari USS 105,06 per baral oadea outsn Jull 2014 (Liputan .com|. Hal
ini diakibatkan resesi perekonornian dunia {olebal] yvang dipicu dari kredit
oropersi di Amerika Serikz yvang mengslemi kelesuan atau b2 dizaizkan
mengafimi kredit macet Karena itd, langkah pemerintah untuk melakukan
konversi penggrunssn minysk tEnah kepada hanan bakar gas dalam bentuk
Liguefied Petralewr Gos [LPG) Bsa dianggap schagai salah satu terobosan
pensing dalem mengatasi rancunys penpembangan Gan pemaniaatan energi,
sekaligus mengurangi tekanan tarhadap RAPEN.

Dari berbagai sumber dikelahui bahws pemenintan telanh mengkonvers
penggunaan sekitar 5 2 futa kilo liter minyak tanah kepada penggunaan 3,2 juta
tan LPG hirgga tzhen 2010 yang disgial dengan 1 juta kilo liver minysk tanah
pada tahun 2007 [detik.com, 15/1/07). Langkah ini bisa dipahami cukep strategis
mengingat setelsh penghapusan subsidl bensin dan solar, permintsan akan
minyak tanah tidak memperfihatkan penurunan. Karena itu, salah sate j2lanyang
bisa dilakukan adatah dengan mengurangi pemakaian minyak tanzh. Reacana
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konversi kepada LPG ini teratd mendadak dan bdak terencana secara
kamprehensif. Tak heran berbagai masalah dalam pelskssnaannya muncul
seakan tiada henti. Mulal dani nbut-ribut tender kompor gas vanp dilakukan aleh
Kantor Menteri Koperasi dan UEM, belum |elasmys sumber pendanaan dan
besarmya subsidi yang mencapak ratusan milyar Rupiah, rendahnya soskalisasi
kepada masyarakat yang justru sedang piat-gistnya memproduksi kompor
murah berbahan bakar briket ss2sual program pemernizh sebelumnya,
ketidakslapan infrastruktur seperti stasiun penpisian dan depot LPG, hingga
kaburtya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelempok masyarakat penerima
kompor dan tabung gas gratis.

Sejak tsbun 2007, program konversi minyak tanah ke LPG mulai di
implementasikan pemerintah. Tujuan dar program ini adzlah mengurzng
kKansumsi masyarakat terhadap minyak tanabh dan mengpantinya
imengkonversinya) dengan komsums gas. Dasar darl keblakan Inl zdalah
semakin menurunmya produksi bahan Bakar minyak (BBM) dalam negeri dan
meningkatnya kebutuhan konsums| masyarakat dzalam negen, dengan demikian,
untuk memenubi kebutuban konsumsl masayarakat, pemerintah harus
m2lakukan Irmport B8M dan luar negeri, Selaln fiu, melslui program tersebut,
pemerintah Hendak mungurangi beban subsidi BEM terhadap APBN. Dleh
karesaitulah program konversi ini dilencurkan melatui Peraturan Presigon Na 5
Tzhun 2006 temtang Kebijokan Energi Nasional. Selanjutnya, peraturan teknlsnyz
diatur dslam Persturgn Prasiden Mo 104 Tabun 7007 tentang Penyedinan,
Pendistribusian, dan Penetapen Harga LPG Tabung 3 Kg sera Peraturan
wenter £30M Mo, 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG,

Sejak program ity digulirkan pada tshun 2007, hingea tshun 2010,
Pemernintah melslui FT Pertamina [Persera] telah mendistribusikan paket
perdana LPG 3 Kg ssbanyak 47,617.533, paket dengan perincian, 44,930,280
paket untuk rumah tangga dan sisanya sebanyak 2.687.253 untuk usaha mikre
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[DEM, 2010). Mamun, hingea tahun keempat (2007-2001) dari implementasi
prograrm terseBut, konsumsi masyarakat terhadap B8M masih cukup tinggi.

Frogram Konversi minyak tanzh ke LPG belum mampu mengurang
konsumsi masyarakat terhadap BEM. Kondisi tersebut, sudah sangat membuat
risay dan memprihatinkan, sebab peningkatan konsumsl domestk terhadap
BBM dikadapksan pada kenyataan, semakin berkurangnya atau menurunkan
jumlah produksl minyak dalam negeri. Padahal, penurunan produksi mimyak
domestik vang tidak dibarengi dengan pengurangan konsumsi minyak domestik,
zkan menimbulkan disparitas (ketidakseimbangan) antara permintaan dan
penawaran minyak domestik. Hingga saat ini terjadi perbedaan antara produlksi
dan konsumsi, hingea tahun 2014 konsumsi diperkirakan akan terus mengalami
peningkatan, baru memasukl tahun 2017 konsumsi muolsi menurun meskd
Fngkanya terus jzuh berada diataskemampuan produksi domestik

Belum habis berbagal kontroversi tersebut, muncul pula macalah [ain
dalam proses tender kompor gas, ¥aitu adanya aturan oaro dimane kompor 2as
harus memibkl dua tunskwe. Padahal pesertd tender febelumnya - telah
mengantisioasi dan diminta menylapksn penawaran nanys sstu bungky sesual
aturas dari Departemen Perindusifian {Kempas, 3/2/07). L2iu bagaimana
langkah ke depan? Tidak samua rencana baik biza berjzlan mutus. Apakagi datam
ara dernokeas yang penuh rancisl. Barbagal nial dan semangat uniuk mangukir
cetarah tidak cukup hanya dibekali upaya Biasa, tetapi jugs menuniut perjuangsn
gkstra dan kerjasama. ltulzh salsh saw kaedah oroses perencanzan saat dnk
¥arena itu demi kelangsungan prooram kenversi yang bertujuan baik, rmaka
oroses perencanasn dan progrem pelakiznaannya sebaiknya dibenahi dan
cekarang sebelum mengalami kegagaian atau menciptakan dampak yang lebih
auUruE,

Untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar instanc

sudan sepantasnya dibentuk Tim Terpadu wntuk melsksanakan program
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mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun. Walaupun penguasa
negeri inl selalu bergantl, selalu pula persoalannya tetap sama yakni
pembenpkakan subsidl BBM, karena semakin merningkat penggunaannya,
Pembengkakan RAPBN dalam subsidi BBM, setiap tahun semakin mengalami
peningkatan yarg begitu besar, oleh karena itu, pemerintah selalu mencard
berbagai ahlternatif kebllakan sebagal solusi untuk memecahkan persoalan-
persoalan seputar BEM, yvang tidak mudah dan begitu kompleks-nya.

Periode pemerintahan Megawatl pemah mencoba dan menempuh
kebijakan mengurangi subsidi dengan menalkkan harga BBM yeng berarti
mengurangl subsldl walau belum seratus persen. Selain juga melakukan
diversifikasi energl guna menckan subsidi BBM khususnya minyak tanah dengan
mengeluarkan regulast panggunaan briket batu bara sebagai energi attemnatlf,
tetapi mengalami kegagalan karena tidaxk efsien dalam penggunaannya,
minimnya soslalisast, dan minimnya infrastruktur pendukung. Bagi kesehatan
sendiri menyebabkan terganggu saluran pernafasan akibat menghirup zat
karpon dar pembakaran batu bara tersebut. Masyarakat juga tidak mengalami
pergeseran konsumsi dan masih menyukai minyak tanah sebagai alternacif
memasak, walaupun berbagal ingustri Besar cenderung memakai batu bara yang
bisa lebih ckonomis, Jadi masalah BEM masih tetap mengancarr APBN periode
kepemimpinan Megawati dimana selaly mengslami defisit anggaramn.

Pericde Pemerintahan SBY-JK, persoalan yang dihadapi {etap sama sepert
pemerinah-pemerintah sebelumnya. Tetapl, pemerintshan ini berani untuk
mengambil kebijakan mengurangi subsidi BEM, dengan menaikkan harga BBM di
dalam negeri sampai sekitar tiga kali yvang hampir mendekati harga di pasaran
dunia atae negara-negara lain. Dengan diganti dana kompensasl BEM
diperuntukkan bagi rakyat miskin, dana untuk pendidikan, asuransi kesehatan
bagi rakyat miskin dan sebagainyz, Pemerintah (etap belum berani menghapus
subsidi sampai seratus persen, meskipun kebijakan yang diambil secara politik
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tidak populis. Pemerintahan ini juga melakukan diversifikas energs, dengan
mencar energi-energl alternartit sepersi: biodiesel, emergi anas bumi, bakkan
yvang paling kontroversial encrgl nuklin, ene:gl surya, dan sebagainya. Semua
masih taraf wjicaba, belum pada taraf implementasi. Yang paling spektakuler
adalah konversi minyah tanah, guna mergurang subsidi, Pemernntahan SBY-IK
dalam APBN pada tahun 2007 ini mengsiami defisit sekitar 1,5 persen, akibat
tekanan terbesar subsidinya dari BEM Candistrik {Kompas, 271107},

tocara garls besar para pemerntah masa lafu sebagal pomegang
stokeholder dalam pengambilan keputusen dan panentu kebijakan publik, masih
belum biza lepas darl jeratan dan tekanan pads perscalan penghapusan subsidi
BEM tersebul. Penyebab utama ddalah masih banyzknya rakyat Indonesia
cebagan pengeuna BBM, yang masih berada padas level kriteria belum sejabiera
alias masih dalarm parts kemiskinan, Walaupun, dalam prakteknys terjadi =alah
sasaran bapi pengzuna BBM tersebut, sepertl; masyarakan vang berada dalam
kategor kaya, para industrl, para spekulan dan penyelundup. lusiru, mereka

sebagzi pengguna terbeszrdari BEM dibasdingkan dengan rakyat misken.

Signifikans! Masalah
Fenilaian Kiner|a Kebljakan Masa Lalu

Fars pamerintah di masa 12lu dalam palaksanaan kebilakan temadap
energl yvang dimliliki bangsa inl, tdak mempertimbangkan perscalar-gersoatan
jgngka panjang sebagal prediksi (peramalan] bagi para pengamoil kepuiusan dan
cenentuan xebljakan di negeri ind. Kebijakan subsidi BEM dan listrik selalu
menpalami salab sasacan, dan mekanisme kinerja yang buruk, terjadi banyak
korupst, penyelundupan, pengoplosan, dan memanipulas kebijakan di berbagai
sektor yang ada. Mengalami kebocoran dan pemboresan dalam kinerja . di
masing-masng depariemen/instans), baic mark up anggaran mavpen korups di
berbagal bidang. Termasuk buruknys pelayanan kepada masyarakat sebagai
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pelanggan maupun konteks cagt ing sebagai warga segara. Terciptanya mata
rantai birokrasi di segala bidang yang banyak mengalami kebocoraa anggaran,
dan lzhan empuk bagl pejabat wntuk mencan kecntangan. Seperti BUMN
Pertamina sebagai sapi pershan bagi partai politik maupun pejabat ntuk
mencandanapartal dan keuntungan prizadi.

Semua itu dapat terjadi karena buruknya kinerja dan pelayanan publik
yang dilzkukzn pemerintah Orde fama, Orde Bzru, Orde Reformasl, mavpun
pemerintahan saatinibagi masyarakat maupun sekbar swasta (hisnis) adalah:

4 Buruknya penpawsaszsn di dalam pelaksanzan s=zalz kebijakzn vang ada,
baik pengawasan vang dilakukan pihak pemerintah sendin, pihak swasta,
maupwn masyarakatitu s=ndin.

b Terlalu panjangnya rantai birokrasi dan pars peloksana di lapangan
kurang mampu dilinat dari sumberdaya yvang dimiliki, sehingga dalam
pengimplementasian kebijakan tersebut bamyak penyimpangan yang
terjadi.

¢ Mekanisme pelakzanaannya secara teknie dar kebojakan tessebut di
dalam reslitasnya jauh dan rumusan kedijakan yang telab dibust aleh

pamerintah.

Evaluas: Kebiiakan yang Sudah Diimplementasikan
Dalam implementasi kebijakan stau program, ada banyakr elemen
aenting vang harus diperhatikan oleh pelaksana grogram. Terdapat dua hal
pokok vang harus diperhatikan dalsm implementas program maupun pada
tahap desain programdan desain implamentasi:
1, PFenatalaksanaan pembangunan kebijakan serta desain kehijakan ataw
program yang komprebansif. Hal ini didasarkan pada adanyas beberapa
komponen dalam implementasi program yang ditawarkan oleh

femerintah Australia (2006], Bakwa berdasarkan pengalaman femoaga-
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implementas] kebijakan yang ditawarkan Honig (2006, 14], menurutnya

adatlga dimensi yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan;

places, peaple, dan pohicies,

tegala kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya dapst dirssakan
oleh seluruh rakyat Indonesia secara langsung, baik secara ekonarmas, efislen, dan
efektif, Keputusan pofitie pemerinah yang memegang kendza!li pemerintabas
saat int, dl dalam implementasi kebijakan-kebsjakannya tidak semestinya hanys
sebatas retorika saja. Akan tetapi, sebisa mungkin untuk mewujudkan berbaga
pelayanan publik yang secara akuntabilitas dan signifikan dapat dirasakan oleh
selureh masyarakat sebagai cilizens.

Ada dua masalah utama yang perlu pemikiran dlang. Pertama, dampak
penghapusan subsidi untuk bensin dan solar kelihatannya luput dari perhatian
pemikir neger Ini. Anjuran kiai dan puluhan cendekiawan Indonesia dengan
berbagai iklannya di media cetak dan media elektronik untuk bersabar
menghadapl “penyesualan® harpa BBM ternyata tidak mangkus.

Himpitan dan kesulitan ekonomi yang dihadapl masyarakat miskin
seperti nelayvan di pesisir dan penduduk yang hidup gigzerah sungai seperti &i
Jambd, Sumatera Selatan, sebagian Jowa, dan sebagian besar Kalimantan,
menuntuy kreativitas agar bisa bertahan hidup. Mahalnya solar untuk melaut
telah memaksa nelayan memodifikasi ribuan mesin kapal agar tetap bisa dioplos
dengan minyak tanah supaya ekonomis, meski harus menggantd beberapa
onderdil secara berkala. Sedangkan bag rakyal pengguna Transportasi sungai,
mesin tempel perahu mereka juga harus direkayasa agar bisa menggunakan
minyak tanah yvang lebih murah. Meski secara ekonomi 1erjads pengurangan
subsidi untuk bensin dan solar, namun secara nasional penggunaan dan
permantzan minyak tanah bukannya menurun. Malah seballknya, permintaan
natk Berlipat-ipat yang tercermin dengan banysknya antrian minyask tanah di
saluruih wilayah nusantara, termasuk di thukota fakarta. Hal ini telah diperburuk
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pulacleh vlah spekulan, pengoplosan, dan buruknya dlstribusi Pertamina.

Kedua, apakbila pemerintah masih akan terus melakukan konversi minyak
tanah dengan berbagai kondisi makro seperti di atas, maka pelaksanaannya
menuntut pembenahan. Koardinasi menjadi kata kencl. Demikian pula, harus
ielasinstitusi penanggung jawab program utama [executing agency) daninstitusi
pelaksana wntuk setiap sub program {impiementing agency). Saat ini peran,
fungsi dan tugas masing-masing institusi yang terlibat masih rancu, Setidaknya
ada beberapa institusi yang terlibat, antara laln: Departemen ESDM, PT.
Pertamina, BFH Migas, Depertemen Perindustrian, Kementerian Koperasi dan
UkEM, Badan Uszha [swasta), LSM, dan Pemerintah Daerzsh. Menjadi penting
untuk meluruskan peran dan tugas masing-masing agar tidak terjadl tumpang
tindih dansaling tuding.

Analisis kebifakan pemerintah tentang energi, terutama dalam
pengimplementasian kebijakan konversi minyak tanah yakni, cangat moendesak
periu dilakukan pemerintah berkerjasama dengan sektos bisnis [swastal maupun
masyarakat adalah: Pengucuran modal kredit usaha bagi para agen pangkalan
rminyak tanah, para usaha kecil dan menengah yang menggunakan minyak tanah
di dalam produksinya. Menciptakan [zpangan usaha baru bagl para pengecer
minyak tanah pads khususnya maupun masyarakat pada umumnya akibat
dampak FHK dan kehilangan mata pencaharian dar kebijakan pemernntah
Tersedut,

Hebijakar pemerintah untuk mengurang| subsidl BBM dan [istrik; sangat
refovan untuk dianalisis karena menyangkut hajst hidup masyarakat Indonesia
secara keseluruhan, maupun menyangkut kefangsungan iklim usaha dan
investasi publik atau perekonomian secara makre, Analisis ini berdampak juga
peda peramalan kedepan situasl perekonomian Indonesia, baik secara mikro
maupun makro, masalah sosial dan budaya, politik, dan sebagainya. Adapun,
variabel analisiz kebijakan koaversi minyak tanah ke gasdalam halinl, paling tidak
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ada enamvariabel yang dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Variabelkebijzkan konversiminvak tanah (Varioble Dependen)
2. Variabeltingkat harga {Variabie independen)

3. Variabelstabilitas harga (Vorfoble independen)

4. Variabelinvestasi publik (Vaniohle ndependen)

5. Vanabel ekonomimakro (Voriable \ndependen)

&. Variakel regpulasi bagi rakyat miskin {vorfable independen)

Stokeholders Utarms vang Terlibat

Saat ini peran, fungsi, dan tugas masing-masing institusi yang torlibat
masih rancu, Setidaknya ada beberapa institus| yang terlibat, antara laln:
Presiden dan Wakil Presiden sebagal penanggung jawab utama selaku
pemerintah yang mengambil dan menerapkan kebijakan tersebut, DPR dalam hal
inl sebagai pengawasan dan check and boforce regulasi kebijakan dari
pemerintah, Departemen ESDM seébagal perumus dan yang mengaluarkan
regulasi, PT. Pertamina sebagai pelaksara kebijakan, BFH Migas dalam hal ini
tabzgal pengawas, Depertemen Perindustrian sebagai penyedia infrastukiur,
Kementerlan Koperasi dan UKM yang berkenan dengan permodalan para pelaku
pendlstribusian, Badan Usaha (swastal, LM, dan Pemerintah Daerah,

Sernua itu, akan menjadi penting untuk meluruskan peran dan tegas
Fiating-masing tersebut, agar tidak terlad] tumpang tindih dan saling tuding.
Keotika dl dalam realitas di lapangan timbul persozlan-persealsn yang rumit dan
komplaks, pemerintah harus cepat tangpap untuk menstabilisasikan aspek
ekonoml, soslzl, dan Budaya, nantinya, apabila pada waktunya ataw sebelum
timbul masgalsh-masalah dari dampak tersebut. Namun demikian, di dalam
pengimpiementasian kebijakan tersebut yang harus ditamakan adalah;
masyarakat sebagai citirens, tidak semata-mata hanya dipandang sebagai
pelanggan atau penerima (korban darf kebijakan) saja.
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Tujuan dan Sasaran

Fenerapan kebijakan pemerintah (entang konversi minyak tanah ke gas
zdalah mempunyai tujuan substansial untuk menckan pembengkakan subsidi
APBN terhadap BBM dan listrik. ¥Yang lebih utama juga untuk menghindari defisic
anggaran pemerintah, walaupun dalam kenvataannys belum Bisa terhindar dari
defisit itu sendlrl. Meskipun subsidi 88M bergersk cukup besar, komponen yang
lain menutupinya. Beberapa pos pengeluaranfebib rendah dari yang ditargetkan,
seperti, belanja barang, belanja modat, perialanan, dan laindain, Sealisasi subsidi
2BM akan berkurang dipat disebabkan karena harga minyak mentah di pasaran
durda menurun, tetapi hampir tidak mungkin, dan mengurangi konsumsi minyzk
tanah di masyarakat dengan dikonversi melalui elgiji {gas). Menurut pemerintah
kebijakan tersebut biss membartu menskan defisit menfadi 1.5 persen,
walaupun komposisingg berubah, karena tiap tabun selaiu nalk konsumsi BBM,
iTu untuk menghitung asumsi anggaran den recliszsinya.

Sasaren dari pemerintab untuk mengkonversi minyak tanah ke gasyaity;
masyaraksl rumah tsngga atau industri-industri rumahb tangga yang
menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan memasak, Kebijakan yvang dipilih
pemerintah tersebut karena yang pafing banyak mengkonsumsi minyak tanah
yang disubsidi. Akan tetapl, hal lersebut juga mempunyal dampak baik langsung
maupun tldak langsung terhadap masyarakat dan para pelaku usaha kecil {skala
rumah Ianggaljl. Sepery; para pengecer minyak tanah bisa kehilangan
perghasilan, para agen pangkalan minyak tanah kekurangan modal untuk
menggant usahanya menyalurkan tabung gas, para pelaku usaha kecil skals
rumah tangga sermisal pedagang bakso, pedagang mic ayam bisa-bisa tidak
efisien dan kekurangan modal untuk . Dengan begity, pemerintah juga harus
bersama-sama mengueurkan modal bagl para pelaku usaha yang terkena

dampak fangseng tersebut. Dan dana kompensasi BBM tetap harus dijalankan
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oleh pemerintah saat ini, untuk melayani masyarakat miskin khususnya seperti;
pendidikan, kesehatan, dan usaha-usasa lainnya.

Alternatif Kebdjakan
Gambaran Alternatif Kebljakan

Alternatif bBlsa dijalankan iesuar dengan Kebijakan vyang diambl
permerintah dalam hal ini: “konvesi minysk t2nah ke gas” adalsh pemarintah
tetap memberikan kompensasl kepada mereka yang terkena dampaknya secara
langsung, melatui cara pengucuran permodalan. Agar mereka sebisa mungkin
untuk diberdayakan sebagal masyasakat misxkia yang bersama-sama diajak
berpartisipasl, sepert program padat tarya sesuai dengan kondisi ingkungannya
masing-masing atau pembanpunan d22rannys masing-masing yang masih dalam
kztepor kotertinggalan.

Selanjutnya, altematf yang lain pemenntah juga bisa melakukan
pengucuran permodalan kredit usaha kecil dan menengah sehagai suatu cara
pengantasan Kemiskinan di daerah-daeran yang mash tertinggal. Maupun,
daerah-daerah perkotaan yang penduduknya berada dalam kateges miskin, dan
di dacrah-daerah  kumuh untuk dizjak bersama-sama dalam pembangunan
penataan kawasanmya supaya bersib dan indah, bisa menyebabkan Jauh darl
sarang penyaklt dan nyamuk demam berdarah.

Afternatll kebijakan yang 1ain yaite penetapan dan pesgembangan
kebifakan atau program pemerintat yang memiliki goals kesejahteraan bagl
masyarakal, hendaknya dibangun dan dimplementasikan secara asimetris.
Artinya, sehuah program tidak bisa dterapkan secara seragam untuk kelompak
sasaran yang beragam, Oieh karena iy, setiap program yang akan diterapkan
harus berkesuaian dengan keadaan sosial exonomi, pelitik mavpun budayayang
ada pada kelompok sasaren program. Dengan demikizn, implamentasi program
tidak hanya akan menghasilkan ouiput, owfcorme, tapi program pega dapat
memiliki impoact positif bagi kslompok sasaran sesuai tujuan program yang
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ditetapkan.
Peramalan Konsekuensi Kebijakan

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan
kebijakan di atas adalah, mengimplementasikan secara berimbang antar daerah-
daerah, dan mencerminkan keadilzn bersama di dalam seluruh masyarakatyang
terkena pelaksanaan program pemerintah tersebut,

Jikilau pelsksanaan program pemerintah itu diramalkan mengalami
kegagalan, maka akan terjadi dampak pengangeuran tidak bisa ditekan secara
signifikan, mungkin juga bisa malah bertambah presentase jumlahiys, dan dana
yang dikeluarkan eleh pemerintah menjadi sla-sia dan mubazir {muspro), Akan
vetapi, jikalau pelaksanaan program pemerintzh tersebut, bisa dilaksanakan
dengan balk danbenar, maka dapat diramalkan penduduk Indonesia yvang berada
di dalam garis kemiskinan dapat dikurangl atau ditekan laju perturnbehan nya.
Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang berada pada level miskin akan
meningkat méncapai tarap sejahtera bisa terwujud secara signifikan, dan
keberhasltan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakstryz secara adil dan
merata akan blsa membuahkan hasilnya, mungkin secara maksimal, karena
program tersebut berjalan lancar, hail-t(]. ﬁa:r:‘rihenar sesu.a_i dengan konsep ity
sendiri. N TR
Dampak Ganda dan Eksternalitas

Denasn pelaksanaan program pemedntah tersebut akan mengalarmi
gampak ganda yang difasakan masyarakat maupen pemerintzh sendin yalou,
bahwa kesejahtersan yang meningkat akan mendptakan lapangan kerja dan
usahd baru, kualitas hidup masyarakat dari segi kesehatan akan lebih balk lagi,
dan usia harapan hidup akan leblh panjang. Kualitas pendidikan akan tercapal
ketingkat yang leblh timgel dan ol dalam masyarakat akan tumbuh kesadaran
yang lebih balk dari segi hukum, politlk, lingkungan dan sebagainya, Sedangkan
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dampak ganda yang dapat dirasakan pemenntah, dalam hal Ini adalah; menu|u
masa depan, beban subsidi permerintah tentang BEM, akan blsa digunakan untuk
subsidi lain atau mungkin bisa mengurang: defist snggaran di dalam pemerintah,
Akan bisa mengangkat derajat bangsa dan negare Indonesia di mata dunia
Internasionzl menjadi lebih terhormat, dan permasalshan kedaulatan negara
dan bangsa akan terwujud febih mantap dan lebih kokoh lagh. Pemerintah tidak
bergantung lagi pada gejolak harga minyak dunia, dan tidak menggantungkan
rerlalu besar lagl secara perekonomian makro kepada bangsa lain, dan menjadi
bisa ditekan ataudikurangi nilai ketergantungannya,

Externalitas zkan terjadi seiring dengan pengimpléméentasian dari
kebijakan pemerintah yang bisa berjatan lancar, baik, dan benar yang
mempunyai tingkat keberhasilan secara maksimal adalah: para pelaky spekulan
akan hilang atau berkurang sama sekalh torhadap komoditas tersebut
Berkurangnya dan tidak ada [agi penyvelundupan dan pengoplosan B2k, karana
harga standar dunla. Nilai devisa negara akan menjadi naik lagi. Tetapd, jikalau
tingkat keberhasilan pengimplementasian kebilakan pemearintah tersebut tidak
ada alias gagal total adalah, beban pemerintah yang harus ditanggungnya telap,
bahkan biga meningkat 12gi. Inflasi aken terjadi lebih besar, antrian wargs yang
ietap mencar minyak semakin ramai, menciptakin kekxeaw-balauan dan
stabilitas kearmanan terganggu, dsn wibawa pemerintah @i mata rakyat bisa
iurundan bahkan stabititas pobtik tergangeu sekall.

Hambatan dan Fisibilitas Politik

gendala-kendala [hambatan) vang diterima pemerintah sebagai
pengambll kebijakan tentang energl, dalam hal ini, “konversl minyak tanah ke
gas” sebagai langkah untuk menckan subsidi BBM dan lkstrik. Mendapatkan
kendala-kendala dari publik yang dalzm hal ini, bisa diwaklll oleh BPA sendin,
walaupun DPFR turut adll [uga sebagai stokehalder cebagai pengambil keputusan
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tersebut, ketika penyusunan RAPBN sebagai pengetuk palu menyetujui
diberlzkukan kebijakan tersebut. Masyarakat yang diwakili juga oleh 15M turut
menekan atau tidak menyetuiui keputusan pemerintah untuk menghilangkan
subsidi SBM dan listrik atsu mengurangi, juga dalam hal ini, kebijekan
pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas, sangat merugikan sckali
rakyat miskin kota maupun pedesaan. Juga dar organisasi-organisasi profesi,
semisal; pedspang-pedagang bakso, mie ayam, warung-warung kakl fima, dan
pengusaha kecil dan menengah vang sangat diruglkan karena mendapatkan
dampak langsung, disebabkan dapat mengaklbatkan usaha-usshanya
ternambat, kekurangan modal atau bahkan gulung tikar,

Qleh karena itu, pemerintah harus turut bertanggung Jawab terhadap
rakyatnya sendiri, yaitu; dengan jalan mengucurkan bantuan kredit usaha kecil
dan menengah, kompensasi B3M untuk pendidlkan, kesehatan, dan
menjalankan utaha untuk mengurangl pengangguran darl dampak torsebut
melalui usaha padat karya, serta masih banyak lagi jzlan yang harus ditempuh
pemerintah demi melindung kepentingan rakyat kecil di negerd ink. Karens,
hambatan politik darl suatu kebijakan itu sendisd, pastl dar rakyatnya sendicl yang
palng besar, ditambah berkagal elemen-elemen golongan-golongan, organisasi-
organiszsl, maupun darl pamal politik sendi <ebagal pihak oposisl dart
pemerintal, walaupun hamyga sebagai tujuan kepentingan komaoditas politiknya
untuk memenangkan pemilu.

Kesimpulan dan Rekomendas]
Kriteria Alternatf Rekomendas]

Permerintah di dalam mengimplementasikan kebijakannya mempunyai
kriteria yang harus tepal pada sasaran penerima, semisal; pembaglan tabung gas
dan kompomya yang didistribusikan pemerintah harus tepat sasaran kepada
rakyat miskin yang betul-betul membutuhkan, sebapgal objek dan konversi
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tersebut. Mekanisme teknis pembagian harus sesuai dengan kriteria yang
disampalkan BPS selaku pemilik data kependudukan sebagai yang dlkategorikan
rekyat miskin, Pensosialisasian dalam penggunsan kompor gas secara aman dan
ayaman harus infens diberitabukan kepada masyarakat pengguna, bagaimana
teknisnya agar aman dan tidak membahayakan bagi penggunanya? Dengan
konversl minyak tanah ke gas, apakah bisa mencerminkan efektlvitas dari
biavanya bapgi rakyat miskin, dalam hal ini, bisa terjangkau harganya bagi para
pengeuna? Dakam hal pendistribusian harus ditata teknisnya yang dalam hal ini,
Portamina yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas ketersedizan dan
jangan sampal ter|agdl kelangkaan gas tersebut. BP Migas dalam hal pengawasan
jangan sampal terjadi penimbunan komoditasnya, dan para peryalur (paraagen)
blsa memalnkan perdagangan seczr2 benar den tidak menyimpang (tddak
curang], serta BP Migas bisa mengawasi secara efektif hingga para spekulan tidak
bisa bermain didalammya.

Pemerintah juga bisa menjiga efisiensi pemakaian komoditl tersebut
maupun dana vang disalurkan pada para pelaksana di lapangan harus berar-
benar akuntabilitas dan transparansi kepada publiik. Pemerintah, dalam hal ini
harus bisa menjaga stabilitas harga wyang wajar dan terfangkau kepada
masyarakat pEnREUNA.

Oleh karena ftu, koordinasi secara nasional yang harus dilakukan
permerintah seblsa mungkin berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektlf. Bisa
tercipta stabilitas nasional dengan mantap dan tidak tumpang tindih di dalam
pelaksanaan dan koordinasinya dari masing-masing Instansi vang berkomperen
di dalamnya. Mantinya, program tersebul betul-betul bisa menye[ahterakan
rakyat.

Panetapan dan pengembangan program pemerintah yang memitiki goals
kesejehteraan bagi masyarakat, hendaknya dibangun dan diimplementasikan
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secars astmotris. Artinya, sebuah program tidak bisa diterapkan secara scragam
untuk kelompok sasaran yang beragam. Oleh karena Hu, seliap program yang
akan diterapkan harus berkesuaian dergan keadaan soslal ekonomi, politik
mauvpun budaya yang =da pada kelompot sasaran program, Dengan demikian,
implementas| program tidak hanya akan menghasilkan owtpul, outcome, tapi
progranm Juga dapat memiliki impaecr positif bagi kelompok sasaran sesuai tujuan
program. Hal inl didasarkan oleh kensep dimens] Implementasi kebijakan yang
diternukan oleh Honig (2006: 14), menurutnya ada tiga dimensi yang harus
diperhatikan dalam implementasi kebijakan; places, people, dan policies.
Dimana, ploces berkaitan dengan kondis daerah program dimplementasikan,
people berkaitan dengan orang. baik pelaksanz maupun kelompok sasaran
program yang harus sinkron dengan polices yang berkaitan dengan isi kebijakan,
tujuan 5erta metode pencapaian fujuan.

Berdasarkan pada konsepsi dimensi implementasi di atas, maka kedepan
perly dilakukan pengembangan kebijskan atau program dengan
memperimbangkan kondlsl places, dimana di masing-masing daerah memilikl
potensi lokal untuk pengembangan energl terbarukan yang sejatinya sejalan
dengan palicies (tujuan kebljgkan energl nasional maupun program konversi
minyak tanah [mitan) ke LPG.

Keputusan Menpgenal AlternatiffAksi yarg Dipilih

Alternatlf yang harus diambil pemerintah bersama-sama stakefiolder
vang lain untuk mengganti minyak bumi dengan melakukan konversi ke gas,
karena cadangan gas kita besar dan tidak mengimpor seperti BBM yang selaiu
mengimpaor. Juga perspeklif pemerintah untuk mengurangi e nergl dengan biaya
mahal dan tldak dapat diperbaharul, kemudizn digantikan dengan erergi yang
murah dan blsa diperbaharul, juga melakukan revolusi hijau turul serta
menyelamatkan bumi da emisi karbon,
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Pemerintzsh harus tegas melaksanakan kebijakan tersebut untuk
menciptakan berbagai alternatif dari tindakan-tindakan yang dilakukan, sebagai
konsekuensi logisnya dari dampak-dampak dan kendala-kendala suatu kebijakan
rarsebut. Dengan betap manganggarkan APBNnva untuk melakukan kompansas
dari kebijakan tersebut. Menciptakan stabilitas harga komoditas tersebut,
menjsge pasokan komoditas berjalan lzncar, 1ldak 1angkz dipasaran, dzn aman
dari spekulan dan penlmbunan. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja
bagi korban darl komveersl tersebut dengzn program kerja padat karya di tiap-tiap
daerah. Pemerintah harus siap dan tanggap menggandeng sektor swasta untuk
menciptakan usaha-usaha baru bagi masyarakat, dan mengucurkan kredit
permadalan untuk para pengusaha keal dan menengah agar tetap eksiz dalam
menjalankan usahanya,

Pemerintah juga harus berinisiatif secara signifikan untuk menghasilkan
inovasi-inovash baru dari rekayasa teknalogi, dan energi baru untuk mengurang
xetergantungan dengan bahan bakar m nyak bumi{fosil). Menggantinya dengan
enargi vang farmah terbadaplingkungan

Di dalam pendistnibusian tabung gratls dan kompor gratls harus
memenuhi target yang ditentukan, agar tidak terjadi kendala ketika program
tersebut sudah diberakvkan. Kaberanian pemerintah mengambil kebijakan
untuk mengamankan APBM tersebut dengan program konversi, juga harus
diimbangl dengan sofust yang jiu den memenuhi sasaran ysng tepat bagi
masyarakat secara luas dan meminimzlkan hambatan-hambatan teknic di
lapangan. Akhirmya, pemerintah harus beritikad baik dengan segala kebijskan
yang dlambilnya harus pro-rakeyat miskin, Segala dari indakan pemerintah harus
mempertimbangkan kesejahteraan dan sebesar-besarmya untuk kemakmuran
rakyat Indonesia secara keseluruhan, tanpa terkecuali.

Strategi Implementasif Aksi
Rekomendasi tersebut bisa dijalankan zecara strategls dalam
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pengimplementasian, pkalau pelaksanaznnys diperhliungkan ssars cenmal,
rmatang dan dengan target yang maksimal Dengan pengukuran yang akurat
sesual data-data yang benar dan dari kejian-kajian strategis melalue lembaga-
leembaga yang berkompeten, dapat mempertangueg [awabkan survey tersebut
secara rmiah maupun realitasnya secara sgnsfikan. Strategl pemerntntab di dalam
melaksanakan program kebijakan tersebut harus  dikoordinasikan secara
tersteuktur, tidak terjadi tumpang Undih pengimplementasiannya dar masing-
masing instansi. Harus didukung olch semua stokeholder dalam
implementasinya secara merats dan berimbang di daiam aks tersebut.
Pemeratzan kesempatan di dalam masyasakat dalam layanan publik olch
pemerintah farus hotuk-betul Hidak 2da diskriminasi antara kaya dan mizkin.

Femadatan program kerja yang difakukan pemenntah harus betul-betul
mendapatkan dukungan dari masysrakat, lemosga-tembaga studl atau swasta,
maupun parad politisl, Pengawasan dan sosialisas: program setidaknya harus
bBanyak melibatkan organisasi-organisasi swadaya masyarakat, organisasi-
orgsaniszsl sogial dan pemenntah sendiri.

Strategi pengimplementasian harus dengan tahapan-tahapan, sebagai
barikut vaim; 1) tahapan ujicoba dilaksanskan dengan rentang wakiu berapa
biular: 2] penilaizn dan pengawasan untuk menguy Ungkat keberhasifan program
tersebul dar lembaga, masyarakat, mauoun pemerintah sendicy; 3] kemudlan
pelaksanaan yang sesunggubnya harus dengan rentang waktu yang
diperhitunpkan secara pasti dan mrgetnya, semisal 3 fakun, 5 tahun, 10 tahun,
danseterusnya.

Dengan demikian, strategi pengimplementasian tersebul dapat berjalan
sasyugi target yang ditentukan, dan tingkat keberhasilannya dapat dipertanggung
jawabkan secara signifikan kepada publik. Akan tercipta stabalitas yang betul-
bewl mantap dan dinamis program pemerintah tersabut, jikalau pemerintah
secara teknis menjalankan dengan dukwngan semua pikak, dan juga sesuai
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dengan konsep semuls dar tujuan awal diberlakukanrya kebijakan tersebut.
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